
GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN2O22

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OIAHRAGA, PARTWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan,
Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOl Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik lndonesia Ta,hun 2021 Nomor 155, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah
(Lembamn Negara Republik Lrdonesia Tahun 2O14 Nomor 244,
Tambahan l,embaran Negara Republik krdonesia Nomor 5584
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakJrir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a (kmbaran Negara Republik
krdonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik
krdonesia Nomor 6573);

5.Undang-Undan9...... I 2
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Fembentukan
Provinsi Papua Tengah fi.embaran Negara Republik Indonesia Tahr:n
2022 Nornor 158, Tambalmn Lembaran Negara Republik krdonesia
Nomor 68O4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tmtang Feranglet
Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembenh:kan Produk Hukum Daerah fBerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036) telah diubah
dengan Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Ferubahan Atas Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahr:n 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Peranglat Daerah dan Unit Keda
pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);

9. PeratLrran Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tenttrng Hasil
Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik IndonesiaTahrm 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.IA
DINAS KEPEMUDAAN, OI,AHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI
KRE,ATIF.

BAB I
KETENTLJAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda ialah Sekretaris Daerah Provinsi

Papua Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaaan" Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Papua

Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi

Papua Tengah.
7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan
Kepala Sub Bagian.

8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

1O.Kelompok...... /3
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10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari
sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliErnnya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANIMSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan,
olalraga, pariwisata dan ekonomi }<reatif yang menjadi kewenangan daerah.

(21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur mela-lui Sekda.

Bagian Kedua
T\rgas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

Untuk melalsanakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebij akan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
b. pelaksanaan kebijalan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepcmudaan, olahraga, dan pariu,'isata;
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit keq'a di lingkungan

Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengal

tugas dan fungsinya.

BAB IIl
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kepemudaan;
d. Bidang Keolahragaan;
e. Bidang Pariwisata; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

{21 Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian....../4
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Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat,
melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di

lingkungan Dinas;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas;

e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanaa
pengadaan barangl jasa di lingkungan Dinas;

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(21 Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11....../5
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Pasal 11

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
t huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Perencanaan dan Keuangan.

(2) T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dal
Keuangan;

b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pen5rusunan perencanaan program
dan kegiatan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;

c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan serta
verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;

d. menyiapkan bahan elan melakukan pengeJolaan data informasi cli Bidang
Program dan Keuangan;

e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
dan

f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1

huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebij akan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum
dan Kepegawaian.

(21 Ttrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan
Kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahan di lingkungan Dinas;
c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
e. menyiapkal bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan

Dinas;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan

Dinas;
h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan

Pasai 13

(1) Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana di Bidang Kepemudaan, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas
meiaksanakan penyiapan perum usan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dal pelaporan di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan
Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 15....../6
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bidang
Kepemudaan, menyelenggarakan fungsi :

a. perlrmusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan
infrastruktur kemitraan pemuda;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

c. pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda. dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

g. pelatsanaan adminitrasi Bidalg Kepemudaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

Pasal 16

Pasa,l 17

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda, sebagaimala dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan
Pemuda.

{21 Dalam melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

Pemberdayaan Pemuda;
c. penyiapan pen5rusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

Pemberdayaan Pemuda;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan

Pemuda; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 18

(1) Seksi Pengembalgan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan
Pemuda.

(2lDalam......l7

(1) Bidang Kepemudaan, terdiri atas :

a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

(21 Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kepemudaan.



-7-

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda;
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

Pengembangan Pemuda;
c. penyiapan penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

Pengembangan Pemuda;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan

Pemuda; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dal pelaporan pelaksanaan kebij akan di bidang

Pengembangan Pemuda.

(1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

\21 Dalam melaksanskan tugas sebagaimans dimaksud delam setngaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, menyelenggarakan fungsi

Bagian Kelima
Bidang Keoiahragaan

Pasal 20

(1) Bidalg Keolahragaan merupakan unsur pelaksana di Bidang Keolahragaal, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 2 1

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi
Olahraga dal Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Pasil22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Keolahragaan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga,
olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

Pasal 21, Bidang

peningkatan prestasi

b.koordinasi....../8

Pasal 19

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan
Pemuda;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

c. penyiapan penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dal supervisi di bidang Infrastruktur
dan Kemitraan Pemuda; dan

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
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b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga,
peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

c. pen,,usunar norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan
olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga,
peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga,
peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan
prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan ola'Lraga;

g. pelaksanaan adminitrasi Bidang Keolahragaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Keolahragaan, terdiri atas :

a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Keolahragaan.

Pasal24

(1) Seksi Pembudayaan Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf
a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembudayaan
Olahraga.

(21 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebdakan fasilitasi di bidang Pembudayaan Olahraga;
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

Pembudayaan Olahraga;
c. penyiapan penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

Pembudayaan Olahraga;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembudayaan

Olahraga; dan
e. pemantauan, ana.lisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaal kebijakan di bidang

Pembudayaan Olahraga,

Pasal 25

(1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 23 ayat
(1) huruf tr mempunyai tugas, melak.u,kan pen5riapan trahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga;

c.penyiapan....../9



-9-

c. penyiapan penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga; dan

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 26

(1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, menyelenggarakan
fungsi :

a. penyiapan perumus€rn kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan
Olahraga;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelal<sanaan kebijakan di bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;

c. penJ'iapan pen,-usunan nofina, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
I nfrastruktur dan Kemitraan Olahraga;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur
dan Kemitraan Olahraga; dan

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga,

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata

Pasal 27

(1) Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di Bidang Pariwisata, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2\ Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perlrmusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan peiaporan di Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata,
Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pariwisata,
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata,
pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;

b. perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kedasama
antarlembaga;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan
pengembangan ekonomi kreatif;

d.penyusunan ...... I IO
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d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan
pengembangan ekonomi kreatif;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri
pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dal pengembangan ekonomi
kreatif;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi dan
industri pariwisata, pengembangan pemas.rran pariwisata, dan pengembangan
ekonomi kreatif;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri
pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi
kreatif;

h. pelaksanaan administrasi Bidang Pariwisata; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

(1) Bidang Pariwisata, terdiri atas :

a. Seksi Industri dan Kelembagaan;
b. Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata; dan
c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(2\ Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepa-la
Bidang Pariwisata.

Pasal 3 1

(1) Seksi Industri dan Kelembagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri
dan Kelembagaan.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud da1am sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Industri dan Kelembagaan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang industri pariwisata dan
kerjasama antarlembaga;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang industri
pariwisata dan kerjasama antarlembaga;

c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
industri pariwisata dan kerjasama antarlembaga;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang industri
pariwisata dan kerjasama altarlembaga; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri pariwisata dan
kerj asama antarlembaga.

Pasal 32

(1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukal penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata.

(2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata,
menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan....../ 11

Pasal 3O



-11-

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di pengembangan destinasi dan
pemasaran pariwisata;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;

c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan
destinasi dan pemasaran pariwisata; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan
pemasaran pariwisata.

Pasal 33

(1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat
{1} huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Ekonomi Kreatif .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan peftrmusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan ekonomi
kreatif;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidalg
pengembangan ekonomi kreatif;

c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan ekonomi kreatif;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan
ekonomi kreatif; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangal ekonomi kreatif.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAT

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada
Lridangnya masing-masing pada Dinas.

(21 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang tenaga profesionai senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan
bertanggungl'awab kepada Kepala Dinas.

BAB V
PENGANGKAT.AN DAI"AM *TABATAN

Pasal 35

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas diangkat dan
diberhentikal oleh pejabat,vang trerwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 37......172
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Pasal 37

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat darl diberhentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasai 38

(1) Dalam melaksarlakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas
masing-masing.

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan
pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara
berkala dan tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan
bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapa.t Dinas secara berkal,a.

Pasal 39

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Kepala
Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR VII
ESELON

Pasal 40

(1) Kepala Dinas yaitu Jabatan Stuktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(21 Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Jabatan Stuktural Eselon III.a atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Stuktural Eselon IV.a atau
Jabatan Pengawas.

12.BAB Vrrr....../ 13
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BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susrulan organisasi, pelaksanaan
tugas dan fungsi serta tata kefa Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
dengan Peraturan Gubenur ini.

Pasa-l 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

PJ. GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
Pada tanggal 18 November 2O22

Pi. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan ses dengan aslinya
Plt. KE BIRO HUKUM.

ENASE Y I, SH, M.Si
IP. 19650902 199610 1001
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